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ABSTRAK

Fenomena meningkatnya angka perceraian di Indonesia mendorong
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 yang
menegaskan prinsip mempersukar perceraian, yakni dengan menetapkan syarat
pisah tempat tinggal minimal enam bulan kecuali ditemukan adanya kekerasan
dalam rumah tangga (KDRT). Namun, dalam praktiknya ditemukan beberapa
putusan di Pengadilan Agama Wates yang mengabulkan perceraian meski belum
memenuhi ketentuan tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan
interpretasi dan tingkat kepatuhan hakim terhadap surat edaran. Penelitian ini
berangkat dari permasalahan mengenai sejaun mana hakim di Pengadilan Agama
Wates mematuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023 serta faktor-faktor yang
memengaruhi pertimbangan putusan yang tidak sesuai dengan isi surat edaran.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif
deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat hakim
Pengadilan Agama Wates, sementara data sekunder berasal dari dokumen putusan,
literatur hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis dilakukan
menggunakan teori independensi hakim yang menekankan bahwa hakim memiliki
kebebasan untuk menafsirkan hukum dan memutus perkara tanpa intervensi pihak
luar, namun tetap dalam koridor norma dan asas keadilan. Teori ini digunakan
untuk menjelaskan hubungan antara kepatuhan terhadap SEMA dan ruang
independensi hakim dalam memutus perkara perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum hakim di Pengadilan
Agama Wates memahami SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai pedoman hukum
materiil, bukan hukum formil yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, terdapat
variasi dalam penerapan isi SEMA bergantung pada konteks perkara dan
pertimbangan kemaslahatan. Beberapa hakim tetap mengabulkan perkara
perceraian meskipun belum pisah rumah selama enam bulan apabila ditemukan
alasan logis, seperti konflik berat, ketidakharmonisan mendalam, atau alasan
ekonomi. Dengan demikian, tingkat kepatuhan hakim terhadap SEMA bersifat
relatif dan dipengaruhi oleh prinsip independensi hakim, tujuan keadilan, serta
kondisi faktual setiap perkara.

Kata kunci Kepatuhan Hakim, Surat Edaran Mahkamah Agung, Perceraian,
Independensi Hakim, Perceraian



ABSTRACT

The increasing divorce rate in Indonesia prompted the Supreme Court to
issue Circular Letter No. 3 of 2023, which emphasizes the principle of restricting
divorce by requiring a minimum separation period of six months, except in cases
involving domestic violence (KDRT). However, in practice, several rulings at the
Wates Religious Court granted divorces even when this requirement was not
fulfilled. This condition indicates variations in interpretation and the level of
judicial compliance with the circular. This research aims to examine the extent of
judges’ compliance with Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 at the Wates
Religious Court and to identify the factors influencing decisions that deviate from
the provisions of the circular.

This study employs a qualitative method with a juridical-empirical
approach. Primary data were collected through interviews with four judges at the
Wates Religious Court, while secondary data consisted of court decisions, legal
literature, and related legislation. The analysis applies the theory of judicial
independence, which asserts that judges have the autonomy to interpret laws and
render decisions free from external influence, yet within the framework of justice
and legal norms. This theory serves to explain the relationship between compliance
with the circular and the exercise of judicial independence in divorce rulings.

The findings reveal that judges at the Wates Religious Court generally
regard Circular Letter No. 3 of 2023 as a form of substantive rather than
procedural law, thus not strictly binding. Consequently, the application of the
circular varies according to the context and the principle of expediency. Some
judges granted divorce petitions even when the six-month separation requirement
was unmet, citing strong logical reasons such as deep marital disharmony or severe
economic conflict. Therefore, the level of judicial compliance with the circular is
relative and influenced by judicial independence, the pursuit of justice, and the
factual circumstances of each case.

Keywords  Judicial Compliance, Supreme Court Circular, Divorce, Judicial
Independence, Divorce
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya
adalah sebagai berikut:

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab | Nama | Huruf Latin Nama

| Alif — tidak dilambangkan

< Ba’ b be

< Ta’ t te

& Sa’ § es (dengan titik di atas)
z Jim ] je

z Ha’ h ha (dengan titik di bawah)
c Kha’ kh ka dan ha

3 Dal d de

3 Zal z ze (dengan titik di atas)
J Ra’ r er

J Zai z zet

o Sin S es

o Syin sy es dan ye




o= Sad $ es (dengan titik di bawah)
o= Dad d de (dengan titik di bawah)
L Ta’ t te (dengan titik di bawah)
L Za’ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘Ain ‘ koma terbalik di atas

¢ Gain g ge

- Fa f ef

S Qaf q qi

& Kaf k ka

J Lam 1 el

A Mim m em

o Nun n en

K Waw w we

- Ha’ h ha

s Hamzah | ° apostrof

¢ Ya y ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah

“ s

P
332234

ditulis

muta‘addidah

ditulis

iddah




C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

ks Ditulis hikmah

de Ditulis “illah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila
dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al- dan bacaan kedua terpisah, juga

ditulis h.

Gl3Y) 4418 Ditulis | Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbatah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah,

ditulis t atau h.

PRES Ditulis | Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

] Fathah Ditulis a
& Kasrah Ditulis 1
& Dammah Ditulis u
E. Vokal panjang
fathah + alif Ditulis a
EINEY Ditulis jahiliyyah
fathah + ya’ mati Ditulis a

Xi



s Ditulis Tansa
kasrah + ya’ mati Ditulis 1
S Ditulis karTm
dammah + wawu mati Ditulis i
Oias b Ditulis Furdd

F. Vokal rangkap

fathah + ya’ mati Ditulis ai
& Ditulis bainakum
fathah + wawu mati  Ditulis au
Js8 Ditulis Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

P Ditulis a’antum

0K Gl Ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

Sl Ditulis Al-Qur’an

ol al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.

M| Ditulis as-sama’

Wil Ditulis asy-syams
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Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

A Al Ditulis ahl as-Sunnah

sl (g 53 Ditulis zawi al-Furtd

Pengecualian

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan
sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang penegakannya demi
keberlangsungan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.! Hal ini
terbukti dari Undang-Undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan, salah
satunya Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran
Mahkamah Agung yang khusus mengatur perkawinan dan perceraian. Hukum
dinyatakan sebagai himpunan peraturan hidup, memuat perintah, larangan, dan
izin untuk melakukan tindakan atau tidak melakukannya. Hukum bersifat
memaksa dan bertujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat.? Mengacu
pada Sudikno Mertokosumo, hukum tidak hanya melindungi kepentingan
manusia, tetapi juga mengatur relasi agar tercipta ketertiban, mencegah konflik,

dan mengatasinya.®

Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu hal yang luhur dan
sakral, memiliki maksud ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah
dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-

ketentuan hukum yang harus dimuliakan. * Sedangkan Menurut Undang-

! Undang Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 3.

2 Laurens Arliman. “Mewujudkan penegakan hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan
Indonesia Sebagai Negara Hukum.” Sekolah Tinggi Ilmu Padang.

3 Sudikno Mertokusumo. "Teori Hukum (edisi revisi)." Yogyakarta: Cahaya Atma
Pustaka 12 (2014).

4 Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 14.
No. 2 (2016).



Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Berdasarkan pemaparan tersebut, perkawinan dapat dimaknai sebagai
terjalinnya ikatan lahir dan batin yang sah antara seorang laki-laki dan seorang
perempuan melalui akad ijab gabul, yang tidak hanya berfungsi sebagai
legitimasi hukum dan agama, tetapi juga sebagai awal pembentukan kehidupan
rumah tangga. Ikatan ini bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis,
tenteram, dan saling melengkapi, dengan landasan kasih sayang, tanggung
jawab, serta kesediaan untuk tumbuh bersama dalam berbagai fase kehidupan.
6

Namun demikian, keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak
terbentuk secara otomatis hanya dengan terlaksananya pernikahan. Diperlukan
kepercayaan yang kuat dan komitmen bersama antara suami dan istri untuk
saling menjaga, memahami, dan menghormati peran masing-masing.
Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun rasa aman dan
keterbukaan, sedangkan komitmen berfungsi sebagai pegangan moral dan
emosional dalam menghadapi dinamika serta tantangan kehidupan setelah

pernikahan. Dalam praktiknya, konflik dalam rumah tangga merupakan hal

5 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

® Muhammad Fathul, “Keharmonisan Rumah Tangga: Kunci Menuju Kebahagiaan
Pernikahan”, Pustaka Penghulu, 20 September 2024,
https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/keharmonisan-rumah-tangga-kunci-menuju-kebahagiaan-
pernikahan/ , diakses 21 November 2024.
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yang tidak dapat dihindari sepenuhnya, mengingat perbedaan latar belakang,
karakter, dan cara pandang antara pasangan. Oleh karena itu, sikap rukun dan
kemampuan untuk tetap menjaga keharmonisan meskipun pernah mengalami
perselisinan menjadi sangat urgen.’

Islam telah menerangkan kepada umatnya untuk bertakwa kepada Allah
SWT dan untuk selalu menjaga keluarganya dengan hubungan yang baik, hal

inipun sesuai dengan Q.S An-Nisa’Ayat 1 :

°o & < ° L lsa 7 4 W o w eﬂﬁ//. o & }@/ o A% @ 3T
gl 205 s ke g 800 80 00 Sl G 3555 1580 20 GG

e 2Kele S8 A S plesVg 4 Oled ol A i 2l 8 Vs,
Artinya :

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu
dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya
(Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan
nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”®( Q.S An-

Nisa’Ayat 1)

Pada dasarnya islam telah menerangkan di dalam Al-Qur’an untuk

selalu menjaga keluarganya (rumah tangga) agar terjalin keluarga yang

" Ibid
8 Al Qur’an Surat An-Nisa’ (4: 1)



harmonis dan sejahtera. Kemudian di dalam Undang Undang Perkawinan No 1
Tahun 1974 menjelaskan mengenai tujuan perkawinan serta prinsip
mempersukar perceraian menyatakan bahwa : “Karena tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka
Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya
perceraian, untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu
serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan ”.° Hal tersebut menandakan
bahwa pemerintah memberikan kebijakan melalui Undang undang perkawinan

untuk mempersukar perceraian.

Berbicara mengenai prinsip mempersukar perceraian, seperti yang telah
disebutkan di atas bahwa salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatur
masyarakat, terkhusus dalam hal perkawinan ialah melalui Surat Edaran
Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
tersebut berisikan mengenai syarat untuk mengajukan perceraian yakni
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling
singkat 6 (enam) bulan kecuali Tergugat/Penggugat ditemukan fakta

melakukan KDRT.”'° Maka dari itu, dengan hal ini membantu pihak pengadilan

9 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

10 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil
Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi
Pengadilan



serta para hakim yang bertugas dalam memutuskan suatu perkara dengan
mempertimbangkan isi surat edaran tersebut, karena berisikan peringatan

ataupun perintah dan petunjuk dalam satu dokumen. !

Surat Edaran Mahkamah Agung berfungsi sebagai suatu pedoman,
perintah, ataupun pengawasan bagi hakim pengadilan dibawah yurisdiksi
Mahkamah Agung dalam menerapkan fungsi kepemimpinannya yang
berdasarkan pada pasal 32 ayat 4 UU No 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa
“Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan
kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada dibawahnya”.'?
Karena Surat Edaran Mahkamah Agung adalah produk dari Mahkamah Agung
yang dapat mengatur lebih lanjut hal hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggara peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur
dalam Undang-Undang. ** Bahwasannya dapat diartikan SEMA adalah
kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang bertujuan untuk
memberikan kejelasan apabila peraturan diatasnya terdapat ketidakjelasan

hukum.

Salah satunya adalah pengeluaran Surat Edaran Mahkamah Agung No

3 Tahun 2023 tentang mempersukar perceraian. Hal ini mencerminkan

1 Icha Satriani. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung." Skripsi. Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin Makassar (2005). HIm. 43

12 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung pasal 79



komitmen Mahkamah Agung dalam menjaga keutuhan keluarga sebagai unit
terkecil dalam masyarakat. Maka dari itu, seharusnya setelah dikeluarkanya
kebijakan pada isi SEMA tersebut terkhusus pada perihal perceraian dapat
memangkas angka perceraian dan memberikan arahan dan pedoman kepada
hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan kembali perkara
perceraian dibawah minimal 6 bulan setelah pisah ranjang terkecuali apabila
terdapat tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sehingga hanya
pada keadaan tertentu dan serius perceraian dapat diizinkan sebagai Langkah

terakhir. 14

Merujuk pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, KDRT dimaknai sebagai ‘“setiap perbuatan terhadap seseorang
terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan
secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”.'® Pada
SEMA No. 3 Tahun 2023, dinyatakan bahwa KDRT merupakan salah satu
pertimbangan dikabulkannya perceraian di bawah 6 bulan setelah pisah ranjang
karena tindakan ini merupakan tindak pidana, sehingga merupakan alasan yang

kuat untuk mengabulkan gugatan cerai.

14 Muhlis. “Prinsip Mempersulit Perceraian: Upaya Menjaga Keutuhan Keluarga”.
Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2024).

15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga



Kabupaten Wates di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai salah
satu wilayah yang ada di Indonesia, juga tidak luput dari fenomena tersebut.
Pada tahun 2024 angka kasus perceraian sampai saat ini Pengadilan Agama
Wates telah melayani perkara perceraian sebanyak 478 kasus.'® Setelah adanya
Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Mempersukar
Perceraian ini menjadi pedoman bagi para hakim dan pihak pengadilan agama
dalam menangani kasus perceraian guna menurunkan angka perceraian, yang
disebabkan bahwa apabila pasangan suami isteri hendak bercerai sebelum pisah
ranjang selama minimal 6 bulan terkecuali terdapat bukti ditemukannya
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maka hakim mampu

mempertimbangkan pengabulan pengajuan perceraian tersebut.

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dikeluarkan salah satunya
ialah hendak mempersukar seseorang untuk melakukan perceraian. Namun,
yang penulis temukan dalam lanjutan analisis ini adalah terdapat beberapa
perkara terkhusus di wilayah Pengadilan Agama Wates yang mengabulkan
perkara perceraian dibawah 6 bulan setelah pisah ranjang dan tanpa adanya
kasus KDRT didalam hubungan tersebut. Terdapat beberapa perkara yang telah
penulis temukan diantaranya 3 perkara dikabulkan dari hakim yang berbeda.
Hakim memang memiliki kewenangan dalam memutuskan sebuah perkara

dalam peradilan agama, tetapi tidak diterapkannya Surat Edaran Mahkamah

16 pengadilan Agama Wates, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, (Wates: Pengadilan
Agama, 2024)



Agung No 3 Tahun 2023 dalam hal ini menunjukkan tidak patuhnya hakim pada

kebijakan yang dibentuk di tingkat pusat.

Pengadilan agama Wates dipilih karena jumlah perkara yang tidak
sesuai dengan SEMA cukup banyak dengan terdapat perbedaan hakim pada
kasus-kasusnya. Hal ini menunjukkan bahwa meski sudah diedarkan, terdapat
tidak hanya satu hakim, tetapi beberapa hakim yang mengambil putusan
berbeda dari surat edaran tersebut. Dengan demikian hal ini menjadi topik yang
menarik karena kajian tentang kepatuhan hakim terhadap SEMA yang dibuat
dan diedarkan oleh Mahkamah Agung belum banyak diteliti sebelumnya.
Terlebih dengan melakukan pembadingan atau komparasi pada hakim-hakim
yang bertugas, sehingga didapatkan data yang lebih menyeluruh juga mencakup

kepatuhan hakim terhadap Surat Edaran.

Berdasarkan pemaparan tersebut, melalui peneliti ini penulis bertujuan
untuk menganalisis tingkat kepatuhan hakim terkait penerapan setelah
dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang
Mempersukar Perceraian di Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dalam memahami sejauh mana
Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim
untuk memutus perkara perceraian, menurunkan perkara perceraian, dan
berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan
Agama Wates untuk membuat keputusan yang patuh terhadap SEMA atau

justru sebaliknya



Penelitian ini penting untuk dilakukannnya analisis karena perceraian
adalah hal yang disayangkan oleh semua orang dan menjadi hal yang urgent
dalam hukum perkawianan di Indonesia. Dan mempersukar perceraian
memiliki fungsi yang baik dan luas untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak
diinginkan, karena dapat berdampak pada segi hukum maupun sosial pasangan
tersebut. Oleh sebab itu, Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 ini
perlu dipelajari dan dipahami lebih lanjut agar terhindar dari mudahnya
perceraian dan hakim dapat menjalankan kebijakan tersebut sesuai yang

terdapat dalam peraturanya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dan kajian terhadap permasalahan tersebut yang dimuat
dalam judul “TINGKAT KEPATUHAN HAKIM TERHADAP SURAT
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NO 3 TAHUN 2023 TENTANG

MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka

yang menjadi pokok pembahasan dalam objek kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan hakim terhadap pemberlakuan Surat Edaran
Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Di pengadilan Agama Wates?

2. Mengapa terdapat putusan hakim atau perkara yang tidak sesuai dengan
pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Di

Pengadilan Agama Wates?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas,

maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan penelitian

a. Untuk menjelaskan Tingkat kepatuhan hakim di Pengadilan Agama
Wates dengan penyebab perdebatan dan pisah ranjang sebelum 6 bulan
setelah pemberlakuan SEMA No 3 Tahun 2023 di lingkungan
Pengadilan Agama Wates.

b. Untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan hakim dalam memutuskan
perkara tersebut, setelah pemberlakuan SEMA no 3 Tahun 2023 di
Pengadilan Agama Wates.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam
pengembangan ilmu dan diharapkan juga bisa menjadi referensi serta
wawasan terkait Tingkat Kepatuhan Hakim Terhadap Surat Edaran
Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 tentang mempersukar perceraian
di Pengadilan Agama Wates. Penelitian ini diharapkan menjadi

kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan

permasalahan tersebut secara praktis serta diharapkan dapat membantu
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penelitian selanjutnya mengenai Tingkat Kepatuhan Hakim Terhadap
Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 tentang mempersukar
perceraian di Pengadilan Agama Wates dan juga bisa menjadi pemikiran
bagi masyarakat luas khususnya dalam menghadapi permasalahan

penerapan SEMA tersebut.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Aufa dkk., dengan judul “Pembuktian
Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Perselisihan atau Pertengkarang Secara
Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama Semarang Kelas 1a)”. Tujuan
penelitian berikut adalah menganalisis implementasi SEMA No. 3 tahun 2023
di Pengadilan Agama kelas 1A Semarang terkait pembuktian perkara gugat
cerai dengan alasan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus.
Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus melalui studi dokumen
serta wawanara pada hakim dan pihak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa SEMA no. 3 Tahun 2023 secara signifikan menguatkan standar
pembuktian perkara gugat cerali, terlebih dalam penilaian bukti yang diajukan.
Namun juga ditemukan tantangan khususnya dalam hal pertimbangan hakim

untuk bukti non fisik seperti dokumen elektronik dan kesaksian.’

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian berikut adalah sama-

sama mengkaji implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023. Namun perbedaannya

1 Nur Aufa, A. Zaenur Rosyid, dan Anis Tyas Kuncoro. "Pembuktian Perkara Cerai Gugat
Dengan Alasan Perselisihan Atau Pertengkarang Secara Terus-Menerus (Studi Pengadilan Agama
Semarang Kelas 1A)." Jurnal IImiah Sultan Agung 3, no. 3: 565-572.
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adalah penelitian tersebut menganalisis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023
terkait pembuktian perkara gugat cerai, sementara dalam penelitian berikut
mengkaji terkait Tingkat kepatuhan hakim terdapat pemberlakuan SEMA

tersebut.

Penelitian oleh Febriansyah dengan judul “Putusan Perkara Perceraian
Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan
Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang)”. Penelitian berikut bertujuan untuk membahas
implementasi SEMA no. 3 Tahun 2023 dalam hal penurunan angka percraian
di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian dilakukan dengan
pendekatan kualitatif metode yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan
wawancara dan dokumentasi. Penelitian menunjukkan hasil sekalipun SEMA
No. 3 Tahun 2023 tidak bersifat mengikat sebagaimana UU, tetapi berperan
sebagai pedoman hakim. SEMA menyeragamkan putusan dengan standarisasi
batas pisah tempat tinggal minimal 6 bulan, sehingga dinyatakan tidak ada
harapan rujuk. Selain itu juga perlu dilakukan mediasi sebelum perceraian
dilakukan. Apabila kasus pisah tempat kurang dari enam bulan maka dinilai

bukti dan alasannya.'®

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian berikut adalah sama-

sama menganalisis implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 terkait

18 Muhammad Chotami Febriansyah, "Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan
pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di
Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” PhD diss., Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2024.
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menyukarkan perceraian yang pada penelitian tersebut termanifes dalam
penurunan angka perceraian. Sementara perbedaannya adalah penelitian
tersebut berfokus pada penurunan angka perceraian, sementara penelitian
berikut berfokus pada Tingkat kepatuhan hakim terhadap SEMA tersebut dan

menganalisis dari perspektif independensi hakim.

Penelitian oleh Ni’am dengan judul “Ratio Decidendi Dalam Menolak
Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn
Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektit Keadilan”. Penelitian berikut
bertujuan untuk melakukan analisis penolakan terhadap putusan gugatan
perceraian  berdasarkan No. 1319/Pdt.G/Pa.Thn. Penelitian berikut
dilaksanakan dengan metode yuridis empiris dengan melakukan studi terhadap
dokumen. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwasanya penolakan
terhadap gugatan dilakukan dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah
Agung No. 3 tahun 2023. Berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa penggugat
dan tergugat tinggal terpisah selama tidak lebih dari tiga bulan dan tidak

terdapat KDRT, sehingga dinyatakan gugatan cerai ditolak.®

Penelitian tersebut berfokus untuk menganalisis putusan hakim pada
kasus tertentu secara spesifik. Hal ini juga sama dilakukan pada penelitian
berikut yaitu melakukan analisis terhadap putusan hakim dengan merujuk pada

SEMA. Pada penelitian tersebut SEMA difungsikan sebagai dasar pengambilan

19 Khafaz Syah Fajar Ni'am, "Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian
Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt. G/Pa. Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif
Keadilan." TARUNALAW: Journal of Law and Syariah 2, no. 02 (2024): 225-242.
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keputusan, sementara dalam penelitian berikut SEMA dijadikan sebagai objek

yang dikaji efektivitasnya dalam penerapannya di Pengadilan Agama Wates.

Penelitian oleh Sofyang dkk., dengan judul “Efektivitas Hukum
Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di
Pengadilan Agama Watansoppeng”. Penelitian berikut bertujuan untuk
menganalisis efektivitas hukum terhadap perceraian karena factor kekerasan
dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Wantasoppeng. Penelitian
dilaksanakan dengan metode yuridis empiris pendekatan kualitatif dengan
melakukan wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa SEMA no. 3 Tahun 2023 huruf C yang mengatur terkait
perceraian dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan apabila
diikuti dengan berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan kecuali ditemukan fakta
dilakukannya KDRT, belum dapat diimplementasikan secara efektif. Hal ini
dikarenakan belum pernah dilakukan sosialisasi terkait pengajuan gugatan cerai
yang dilandasi pada KDRT karena tidak terdapat anggaran, serta kasus gugat

cerai karena KDRT cukup sedikit.?

Penelitian berikut sama-sama menguji efektivitas hukum terhadap
SEMA no. 3 Tahun 2023 yang pada penelitian tersebut dinyatakan belum dapat

diimplementasikan secara efektif karena kasusnya yang sedikit. Sementara

20 Sofyang Sofyang, Syahruddin Nawi, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Hukum
Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama
Watansoppeng." Journal of Lex Theory (JLT) 5, no. 2 (2024): 654-665.
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dalam penelitian berikut difokuskan pada penerapan dan alasan Pengadilan

Agama Wates mengabulkan perkara dengan merujuk pada SEMA.

E. Kerangka Teoretik
1. Tinjauan Umum Independensi Hakim
a. Pengertian Independensi Hakim

Independensi hakim berkaitan erat dengan independensi lembaga
yudikatif sebagai penegak keadilan. Secara pengertian, independensi
hakim dinyatakan sebagai kondisi ketika seorang hakim dalam
melaksanakan wewenang dan tugasnya tanpa terpengaruh oleh berbagai
kepentingan di sekitarnya. Hal ini dilandaskan pada teori pemisahan
kekuasaan yang dijelaskan bahwa independensi lembaga pemerintah
berfungsi  penting untuk mencegah  kesewenang-wenangan
pemerintahan. Oleh sebab itulah independensi setiap lembaga
pemerintahan baik itu legislative, eksekutif, dan yudikatif, idealnya
tidak dianggap remeh.?

Sebagai asas peradilan, independensi hakim merupakan asas
fundamental yang berperan utnuk memastikan agar hakim mampu
membentuk keputusan secara objektif, bebas, dan aman dari pengaruh-

pengaruh eksternal yang dapat menyebabkan bias dalam pengambilan

2L Taufiqurrahman, Fadhlan. "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan
Pengadilan Pajak pasca terbitnya Putusan MK Nomor: 26/Puu-XX1/2023 terhadap kekuasaan
kehakiman yang merdeka." UNES Law Review 6, no. 2 (2023): 6058-6064.
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keputusannya. Sebab seringkali tekanan politik atau tekanan kekuasaan
lain berperan dalam pengambilan keputusan hakim.??

Hakim bukan merupakan trompet atau juru bicara hukum. Hakim
dipandang sebagai pelaksana, judge lawfinding atau penemu hukum,
serta judge made law atau pencipta hukum yang relevan dengan akal
sehat. Oleh sebab itulah idealnya hakim memiliki standar di atas hukum
yang berlaku tetapi tetap merujuk pada hukum yang berlaku. Selain itu
hakim juga mendaptkan tuntutan untuk mampu menerjemahkan hukum
secara komprehensif, mampu membaca substansi hukum, serta
memiliki pengetahuan luas, sehinga mampu menilai kasus dan
menegakkan keadilan sesuai kadarnya karena memiliki perlindungan
hukum yang dapat menjaga dirinya dari konsekuensi yang tidak
sepatutnya.?

Pemahaman terkait independensi Hakim dan independensi lembaga
peradilan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman
pada ayat (1) dan (2) yang secara berturut berbunyi
“(1) Hakim dan hakim konstitusi mempunyai kewajiban untuk
menjunjung independensi lembaga peradilan. dalam menjalankan tugas

dan tanggung jawabnya.”

22 Siregar, Vinna ApriskaPutri, and Andry Syafrizal Tanjung. "Persepsi Hakim Pengadilan
Tinggi Medan terhadap Keadilan dalam Proses Pengambilan Keputusan." Juris Sinergi Journal 1,
no. 2 (2024): 73-82.

2 Nurwandri, Andri, Nur Fadhilah Syam, Dimas Ari Fadhillah, Suryani Larasari, Nurmala
Nurmala, Nani Astuti Tambunan, and Sulina Sulina. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Independensi Hakim Di Pengadilan.” Journal of Educational Research and Humaniora
(JERH) (2023): 1-11.
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“(2) Kecuali dalam keadaan yang ditentukan oleh Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala campur tangan
pihak luar dalam urusan peradilan dilarang.”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa hakim dan hakim
konstitusi sebagai pelaksana dalam lembaga yudikatif memiliki
kewajiban untuk menjaga independensi lembaga peradilan dalam
keadaan apapun, kecuali dalam keadaan sebagaimana ditentukan UUD
1945. Selanjutnya dalam hal lembaga, Mahkamah Agung sebagai
structural puncak dari kekuasaan kehakiman, memiliki independensi
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung. Dijelaskan pada
pasal 2 Undang-Undang tersebut bahwa “Mahkamah Agung adalah
pengadilan negeri yang tertinggi di antara semua pengadilan, dan
melaksanakan tugasnya. berfungsi bebas dari pengaruh pemerintah dan
pihak lain”.

Teori independensi hakim dipilih dalam penelitian ini karena teori
ini dinilai relevan untuk menjabarkan putusan hakim yang berbeda dari
pengaturan dalam Surat Edaran. Kondisi ini tentu didorong dengan
berbagai pertimbangan logis dan argumentasi yang kuat oleh hakim
tanpa terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan di dalam persidangan.
Namun pengambilan putusan yang berbeda dari pengaturan jelas-jelas

menunjukkan adanya independensi. Dengan demikian teori ini relevan
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digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui kepatuhan hakim
terhadap surat edaran.
b. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Independensi Hakim

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Negara menjamin
independensi Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 ayat (1),
(2), dan (3) Undang-Undang Dasar. Selain itu hakim melaksanakan
kewenangannya dengan merujuk pada hukum dan keadilan normative.
Berikutnya kekuasaan kehakiman juga disebutkan dalam Undang-
Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Angka 1. Terakhir,
independensi hakim juga digagas secara teoritis setelah pengaturan-
pengaturan tersebut dalam pemahaman trias politica Immanuel Kant dan
Montesquieu.?*

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan adanya independensi
hakim pada lembaga pengadilan. Pertama adalah menunjukkan bahwa
sebuah negara merupakan negara hukum. Sebab independensi lembaga
kehakiman dan hakim sebagai pelaksananya, merupakan bukti bahwa
negara diatur olen hukum yang berlaku. Selain itu faktor lain yang
menjadi penyebab independensi hakim adalah menjadikan hakim lebih
mandiri dalam melaksanakan tugasnya mencakup memeriksa, membuat
keputusan, dan memberikan vonis yang adil. Dalam rangka mewuudkan
peradilan yang independent, hakim dan lembaganya dijadikan sebagai

lembaga otonom yang bebas dari pengaruh otoritas pemerintah lain.

24 1bid
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Dengan pemahaman ini, hakim tidak diperkenankan pada kepentinan
dan gagasan politik. Secara sederhana, faktor berikutnya yang
menyebabkan independensi hakim adalah otonomi lembaga peradilan.?®
c. Penggagas Teori Independensi Hakim

Apabila ditinjau secara historis, teori tentang independensi hakim
merupakan teori turunan dari pemisahan dan pembagian kekuasaan yan
digagas oleh John Locke dan selanjutnya dikritisi oleh Montesquieu dan
Immanuel Kant. Dalam hal ini merujuk pada penjelasan Jon Locke,
terdapat beberapa organ dari negara yang merupakan entitas berdaulat.
Oleh sebab itulah diperlukan pemisahan kekuasaan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan ketika kekuasaan hanya berada pada satu
organ. Selanjutnya pemisahakan kekuasaan dilakukan kepada tiga organ
utama yaitu legislative yang berwenang dalam pembuatan Undang-
Undang, Eksekutif yang berwenang dalam pelaksanaan Undang-
Undang, dan Federatif yang berkaitan dengan hubungan kepada negara
lain. Dengan demikian kekuasaan untuk peradilan diserahkan kepada
Eksekutif yang penafsiran peran sebagai pelaksana Undang-Undang
juga mencakup penegakan hukum?.

Pemahaman ini kemudian dikritisi dengan munculnya pemikiran
dari Montesquieu yang memandang bahwa kekuasaan kehakiman untuk

menegakkan hukum, idealnya tidak termasuk dalam bagian eksekutif.

% |bid

% Jrianto, Sulityowati. "Problematika hakim dalam organisasi peradilan dan
praktik.” Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di
Indonesia (2017).
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Dengan demikian ia membagi tiga organ yang membentuk kekuatan
negara yaitu legislative, dan eksekutif dengan peran yang sama seperti
digagas oleh John Locke, tetapi ia mengganti peran federative menjadi
peran yudikatif yang berfokus pada penegakan Hukum. Dengan
demikian kekuasaan kehakiman berdiri secara mandiri tidak termasuk
dalam bagian eksekutif. Hal ini merujuk pada pembagian wilayah
kekuasaan negara dengan perbedaan masing-masing baik itu secara
fungsi maupun subjek?’ (Zahra et al., 2023).
d. Tujuan Teori Independensi Hakim

Teori Independensi Hakim muncul dengan adanya asas pemisahan
atau pembagian kekuasaan. Hal ini merupakan salah satu indicator
pokok berdirinya negara hukum yang membuat aspek pembentukan,
pelaksanaan, dan penegakan hukum dapat dilakukan secara objektif
tanpa adanya intervensi dari organ-organ negara yang lain. Kekuasaan
kehakiman yang dilakukan oleh hakim peradilan idealnya harus tetap
dihormati baik itu pada negara yang menerapkan trias politika ataupun
tidak. Hanya saja trias politika memberikan landasan teoritis untuk
lembaga peradilan dapat berdiri secara independent di luar kekuasaan
negara yang lain. Dengan demikian, secara lebih sederhana, tujuan
adanya teori independensi hakim adalah memastikan upaya penegakan

hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, benar-benar murni

27 Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. "Problematika
Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." Bureaucracy Journal: Indonesia
Journal of Law and Social-Political Governance 3, no. 2 (2023): 2009-2025.
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merujuk pada hukum yang dibuat dan diberlakukan, serta membebaskan
lembaga peradilan khususnya hakim dari intervensi organ-organ negara

yang lainnya.?

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya menyelidiki atau menelusuri suatu

masalah dengan cara kerja ilmiah untuk mengumpulkan, mengolah, dan

melakukan analisis data untuk mengambil kesimpulan guna memecahkan suatu

masalah.? Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan untuk menyusun karya ilmiah dengan
menggunakan penelitian kualitatif dan metode penelitian lapangan atau field
research. Penelitian kualitatif merupakan metode yang bersifat deskriptif
dan bertujuan untuk mengumpulkan data secara mendalam, rinci, dan
faktual. Salah satu bentuk penelitian kualitatif adalah penelitian lapangan
atau field research, yang dilakukan dengan langsung mendatangi lokasi
untuk mempelajari fenomena tertentu. Keterlibatan aktif peneliti sangat
diperlukan untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan data yang relevan
dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Penelitian ini dilakukan
langsung pada Pengadilan Agama Wates untuk mengamati dan memahami
fenomena yang terjadi. Maka dari itu memungkinkan peneliti memperoleh

informasi yang lebih kontekstual dan menyeluruh.

him. 2.

2 |bid
Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA-Press: 2021),
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2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini yakni menggunakan deskriptif
analitik. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk
memaparkan gambaran yang lebih mendalam tentang fenomena ataupun
kejadian yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun penelitian analitik adalah
penelitian yang dilakukan dengan cara melihat dan menganalisis data-data
yang telah dikumpulkan untuk selanjutnya memaparkan hasil dari analisa
data tersebut yang berupa kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber
penelitian dan hasil penelitian serta pada praktiknya akan jauh lebih
menekankan kepada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif
deskriptif. Pendekatan tersebut diterapkan melalui data-data dan pertanyaan
yang diperoleh dari hasil observasi peneliti, objek yang diteliti, dan orang-
orang yang ada ditempat penelitian terkhusus pada pihak yang terkait dalam
pembahasan penelitian ini serta membahas aturan yang berlaku dan
implikasi surat edaran tersebut dalam konteks pengambilan keputusan
hakim. Penulis langsung terjun ke lapangan tepatnya di Pengadilan Agama
Wates dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang
ditemukan dengan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Sumber Data
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Penyajian data dan informasi yang termaktub dalam tulisan ini
membutuhkan sumber yang dapat menunjang penelitian ini. Adapun
sumber-sumber tersebut terklasifikasi menjadi 2 macam, berupa sumber
data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah segala bentuk informasi mengenai apa saja yang menjadi alasan
hakim terhadap perkara mempersukar perceraian setelah pemberlakuan
Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 yang akan diperoleh
langsung dari para informan, yakni hakim Pengadilan Agama Wates.
Data-data tersebut ditarik melalui proses wawancara yang dilakukan
oleh penyusun dengan para informan.
a. Sumber Data Sekunder
Data sekunder yang digunakan dalam peneitian ini adalah data-data
dan informasi yang diperoleh dari beragam literature, seperti artikel,
jurnal,skripsi, tesis, buku maupun dokumen lain yang tentu berkaitan
dengan masalah yang akan penyusun teliti seperti Surat Edaran
Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023. Data sekunder ini dibutuhkan
sebagai penunjang dan pendukung data primer dalam penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Teknik wawancara adalah tehnik pengumpulan data melalui

pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang
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diwawancarai. Tehnik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara
yang dipergunakan untuk mendapatkan data denga bertanya secara
langsung secara bertatap muka dengan responden atau yang menjadi
subjek penelitian. Dari hasil wawancara tersebut peneliti akan
menggunakan hasilnya sebagai rujukan untuk mengelolah hasil
penelitian yang telah dilakukan di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Hakim Zulhery
Artha, Hakim Zulfa Yenti, Hakim Dalhar Asnawi dan juga Ketua
Pengadilan Agama Wates sebagai informan mencakup hakim yang
membuat putusan dan kepada individu yang memiliki perkara. Adapun
teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur,
yaitu peneliti membuat guide wawancara yang berisikan daftar
pertanyaan kepada informan, tetapi tetap membuka ruang untuk probing
demi mendapatkan data yang lebih luas dan menyeluruh.

Adapun objek yang hendak ditanyakan kepada informan adalah
berkaitan dengan pertimbangan putusan hakim, putusan yang dibuat,
serta dampak dari putusan tersebut. Wawancara dilakukan sebanyak
satu kali pada masing-masing informan, sehingga data yang didapatkan
dipastikan keabsahannya menggunakan triangulasi sumber.
Dokumentasi

Teknik dokumenter, atau sering disebut juga teknik dokumentasi,
adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan melalui

berbagai dokumen (informasi yang telah didokumentasikan), baik
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dalam bentuk tertulis maupun terekam. Dokumen tertulis mencakup
arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi,
kliping, dan sejenisnya. Sedangkan dokumen terekam meliputi film,
rekaman kaset, mikrofilm, foto, dan lainnya. Dokumentasi ini akan
digunakan oleh peneliti sebagai bukti pendukung untuk memperkuat
hasil penelitian, sehingga hasilnya menjadi lebih spesifik.
6. Analisis Data
Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data deskriptif kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengolah data
menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat memberikan
gambaran jelas tentang karakteristik data dan membantu menemukan solusi
terhadap permasalahan penelitian. Data dikumpulkan melalui berbagai
metode secara berkelanjutan, yang dapat menghasilkan variasi data yang
sangat beragam. Teknik ini memungkinkan peneliti mengelola keragaman
data tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait fokus

penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini penulis menyajikan Gambaran
mengenai apa saja yang dibahas dan disusun dalam penelitian. Maka dari itu,
penulis memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian yang dibagi

menjadi 5 bab pembahasan sebagai berikut:
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Bab | adalah bagian pendahuluan yang memuat latar belakang
penelitian, rumusan masalah sebagai inti permasalahan yang akan diteliti,
tujuan dan manfaat penelitian, serta telaah pustaka yang mencakup penelitian
sebelumnya. Bab ini juga mencakup kerangka teori yang menjelaskan teori
yang digunakan untuk menganalisis masalah, metode penelitian yang meliputi
jenis, sifat, dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

analisis data, serta sistematika pembahasan.

Bab Il akan membahas terkait inti pembahasan pada penelitian kali ini
yakni membahas objek bagaimana penerapannya Surat Edaran tersebut pada
Pengadilan Agama Wates serta tinjauan dari perskpektif independensi hakim
terhadap putusan-putusan yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama

Wates.

Bab Il akan memaparkan profil pengadilan Agama Wates serta
penjelasan terkait apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara tentang mempersukar perceraian setelah berlakunya Surat
Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 serta bagaimana tingkat

kepatuhannya.

Bab IV merupakan analisis yang dimuat dalam bentuk deskriptif dari
pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya tentang Tingkat
kepatuhan hakim terhadapSurat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023
terkait mempersukar perceraian dengan Putusan hakim di Pengadilan Agama

Wates.
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Bab V merupakan bab akhir penelitian yaitu penutup yang memuat
Kesimpulan dari pembahasan yang ditujukan untuk menjawab pokok
permasalahan serta saran-saran yang bersifat membangun terkait permasalahan

penelitian ini



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut:

1. Para hakim di PA Wates menempatkan pengaturan dalam SEMA No. 3
Tahun 2023 terkait pisah ranjang selama 6 bulan kecuali jika ditemukan
bukti KDRT sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini SEMA tidak
dipandang sebagai hukum formil yang harus diterapkan dengan baku dan
tidak dapat ditafsirkan sendiri, tetapi dipandang sebagai hukum materiil
yang penerapannya menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada perkara.
Selain itu pada kasus-kasus ketika hakim tidak menerapkan pengaturan
dalam SEMA tidak dipandang sebagai bentuk ketidak patuhan, tetapi
merupakan bentuk kontrol legis dan ruang pertimbangan hakim.

2. Hakim dalam membuat putusan perkara mempertimbangkan kondisi
perkara. Dalam hal ini putusan dapat dikabulkan atau ditolak dengan
meninjau keadaan ketidakrukunan pasangan suami istri, sebab dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung juga memberikan pertimbangan terkait harapan
untuk rukun kembali. Apabila hakim memandang tidak adanya harapan
untuk rukun kembali, maka perkara dapat dikabulkan. Namun dalam
prosesnya ketika hakim hendak mengabulkan perkara tanpa mengikuti
pengaturan dalam SEMA, wajib diikuti dengan argumentasi yang kuat.

B. Saran
1. Bagi Peneliti Selanjutnya

70
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Hasil temuan dalam penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan
untuk melaksanakan telaah secara lebih luas terkait kepatuhan hakim
terhadap pengaturan Surat Edaran Mahkamah Agung pada kasus Pengadila
Agama yang lain. Dapat pula dilakukan penelitian dengan skala lebih luas
secara kuantitatif deskriptif di wilayah tertentu terkait banyaknya perkara
yang diputus merujuk pada pengaturan dalam Surat Edaran atau berbeda
dengan Surat Edaran. Dengan demikian akan didapatkan pemahaman yang
lebih konkret pada tema yang sama.

Bagi Institusi Pendidikan

Penelitian terkait Surat Edaran Mahkamah Agung pada dasarnya
sudah banyak dilakukan khususnya pada fakultas Syariah dan Hukum
dengan sebagian besar metode kualitatif. Institusi pendidikan diharapkan
untuk mendorong mahasiswanya melaksanakan berbagai penelitian pada
topik serupa tetapi dengan metode yang beragam sehingga didapatkan hasil
dalam bentuk berbeda yang nantinya memperkaya khazanah keilmuan

secara lebih mendalam.
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